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Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pengurusan sertifikat tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan bagaimana proses yang ada dalam pengurusan sertifikat tanah yang ada di di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali dalam wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam perspektif etimologis, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai legal research, normative legal research, atau normatif juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum, yang menganalisis hukum dengan melalui konsep, norma, atau kaidah yang ada dalam masyarakat dan menjadi acuan dari perilaku setiap orang
Pelaksanaan pengurusan sertifikasi tanah di wilayah desa Sidomulyo apabila ditinjau dari aspek hukumnya mengacu pada UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mana menjadi landasan hukum paling dasar mengenai sertifikasi tanah hingga sekarang, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang di dalamnya mengatur proses pendaftaran / sertifikasi tanah oleh badan pemerintah yang bertugas untuk mencatat pemetaan tanah masyarakat serta status kepemilikannya.
proses penerbitan sertifikat tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali terbilang lancar dan terkendali. Bagi warga Desa Sidomulyo, penerbitan akta tanah berfungsi sebagai jaminan hukum bagi pemilik aset berupa lahan / tanah. Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor pertanahan di Kabupaten Boyolali kepada warga desa Sidomulyo telah diupayakan yang terbaik
Kata kunci : Sertifikat Tanah, Desa Sidomulyo, Badan Pertanahan Nasional
Abstract :
The purpose of this research is to find out how the legal analysis of land certificates is arranged in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency and how is the process in obtaining land certificates in the Boyolali District National Land Agency (BPN) in the area of ​​Sidomulyo Village, Ampel District
This research is a type of normative legal research. From an etymological perspective, normative legal research is also known as legal research, normative legal research, or normative juridish onderzoek. Normative legal research is legal research, which analyzes law by going through concepts, norms, or rules that exist in society and become a reference for everyone's behavior
The implementation of land certification arrangements in the Sidomulyo village area when viewed from a legal aspect refers to UUPA No. 5 of 1960 which has been the most basic legal basis regarding land certification until now, and PP no. 24 of 1997 concerning Land Registration, which regulates the process of land registration/certification by a government agency whose job is to record community land mapping and ownership status.
the process of issuing land certificates in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency which was carried out by the Boyolali Regency National Land Agency (BPN) was fairly smooth and controlled. For residents of Sidomulyo Village, the issuance of a land deed serves as a legal guarantee for owners of assets in the form of land/land. So far, the services provided by the land office staff in Boyolali Regency to the residents of Sidomulyo Village have been the best..
Keywords : Certificate, Sidomulyo Village, Badan Pertanahan Nasional
1. PENDAHULUAN
Aspek agraria juga turut serta mendapatkan pengaruh dari hukum. Peran penting yang dimiliki oleh tanah dalam tata hidup manusia, turut serta menjadi objek yang diatur secara spesifik dalam hukum. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, hal ini dikenal dengan istilah hukum agraria. Harsono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum agraria, adalah sistem hukum yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan atau penggunaan sumber daya alam dan meliputi hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur ruang angkasa (Harsono, 2003). Sedangkan menurut Hardjasoemantri, hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria tunduk secara penuh terhadap hukum yang mengatur tentang lingkungan (Hardjasoemantri, 2005). Pengaturan yang ada pada kepemilikan dan atau penggunaan sumber daya alam, merupakan suatu aspek penting yang secara komprehensif harus diatur sedemikian rupa.
Kondisi pendaftaran tanah di Kabupaten Boyolali dan nasional bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak kondusif. Dipahami tidak kondusif, karena masih banyak oknum yang terlibat dakam berbagai proses pendaftaran tanah. Salah satunya yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali, adalah adanya makelar tanah yang menipu pembeli dan menggunakan uang hasil transaksi tipuannya untuk berjudi (Agung Santoso, 2022). Keterlibatan tanah dalam proses jual beli tanah yang kotor demikian, tentunya harus semaksimal mungkin ditanggulangi dengan maksimal. Karena hal ini tentunya merugikan masyarakat dan menjadikan tanah sebagai objek sengketa yang berpotensi menjadi tindak hukum meluas.
Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah tentang masih banyaknya tanah di Kabupaten Boyolali yang belum bersertifikat. Kondisi yang demikian kemudian tentunya direspon oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali untuk memberi 5.000 PTSL bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya (Faizah, 2022). Pemberian yang demikian, tentunya menjadi penegas akan pentingnya proses pendaftaran tanah. Karena tanah yang tdiak bersertifikat, sangat riskan atas potensi sengketa kepemilikan.

2. RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana analisis hukum terhadap pengurusan sertifikat tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?
b. Bagaimana proses yang ada dalam pengurusan sertifikat tanah yang ada di di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali dalam wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel?

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam perspektif etimologis, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai legal research, normative legal research, atau normatif juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum, yang menganalisis hukum dengan melalui konsep, norma, atau kaidah yang ada dalam masyarakat dan menjadi acuan dari perilaku setiap orang.
Literatur lain, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah mekanisme penelitian hukum dengan menggunakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dan berbagai dokumentasi hukum lainnya. Sedangkan literatur lainnya menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah metode analisis hukum yang berusaha untuk mengkaji asas-asas, sistematika, dan berbagai aspek analisis doktrinal lainnya. Sehingga dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian hukum normatif adalah metode analisis terhadap hukum dengan mendasarkannya pada dokumentasi-dokumentasi hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Sebagai salah satu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan menggunakan metode analisis pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
PTSL sendiri merupakan istilah terbaru dari Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona) yang merupakan proses penguasaan tanah secara menyeluruh yang dilaksanakan secara terpadu. Pada prinsipnya, proyek ini menyasar semua lapisan masyarakat, namun mengutamakan masyarakat ekonomi lemah. Masyarakat yang mendapat informasi tentang peraturan harta benda (Pokmasdartibna) sering kali tidak memperhatikan kelengkapan dokumen peserta, sehingga permohonannya tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan. Pajak properti dan bangunan naik, dan terus naik dari waktu ke waktu, dan itulah sebabnya banyak anggota Prona keluar karena pajaknya terlalu tinggi. Akibat kegagalan Prona dalam mempercepat pendaftaran properti, praktik ini akhirnya ditinggalkan pada 2016 dan diganti dengan kebijakan baru berupa PTSL (Kamurahan et al., 2018).
Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali baru dapat melaksanakan program PTSL pada tahun 2020. Hal ini karena pajak bumi dan bangunan di Desa Sidomulyo pada tahun 2019 hanya mampu mencapai 40% dari baku PBB. Kesadaran warga terkait dengan kewajiban membayar pajak masih lemah, kemudian juga didukung oleh kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat tentang arti penting dan manfaat dari membayar pajak. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, pelaksanaan kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :
a. Tahun 2021 terdapat dari warga masyarakat yang mengajukan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistimatis  Lengkap (PTSL) sebanyak 398 pengajuan dan yang sertifikat tanah yang bisa diterbitkan sebanyak 350 sertifikat tanah, hal ini terjadi karena kuota Desa Sidomulyo pada tahun 2021 hanya 350 bidang.
b. Tahun 2022 terdapat pengajuan sebanyak 48 sertifikat ditambah sisa tahun 2021 sebanyak 48 pengajuan sertifikat, sehingga total pengajuan sertifikat pada tahun 2022 sebanyak 96 pemohon (Sidomulyo, 2020).
Untuk pembagian blok pengajuan pemohon dibagi menjadi 12 (dua belas) blok dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini (Sidomulyo, 2020) :        
	Tabel. Sebaran Blok Pengajuan PTSL

	Blok
	Jumlah
	Keterangan

	
	Bidang
	Dusun
	

	Blok 1
	29
	I , II
	

	Blok 2
	31
	I, II
	

	Blok 3
	42
	II,III
	

	Blok 4
	18
	III,IV,V
	

	Blok 5
	5
	IV,V
	

	Blok 6
	35
	IV,V
	

	Blok 7
	10
	V
	

	Blok 8
	39
	V
	

	Blok 9
	28
	V,VI
	

	Blok 10
	32
	V,VI
	

	Blok 11
	14
	VI
	

	Blok 12
	46
	VI
	



Lokasi masing-masing blok dapat dilihat pada gambar peta berikut ini (Sidomulyo, 2020) :
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Gambar. Peta Pembagian Blok
Sumber : Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Desa Sidomulyo



Kendala atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di Desa Sidomulyo yang dilaksanakan baik tahun 2020 maupun tahun 2021 adalah sebagai berikut :
a. Lokasi bidang tanah kadang berada pada tempat yang sulit dijangkau.
Desa Sidomulyo merupakan desa yang berada diwilayah kaki gunung Merbabu, sehingga kontur tanah naik turun, kemudian juga akses jalan menuju lokasi hanya jalan setapak. Kendala ini diatasi dengan jadwal kunjungan lokasi dilakukan lebih pagi
b. Kesadaran warga masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum.
Persoalan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan warga masyarakat yang masih rendah, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens dengan memanfaatkan pertemuan RT, RW, PKK, kumpulan pengajian dan lain sebagainya.
c. Masih terjadinya proses jual beli dengan akad saling percaya tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian.
d. Pemohon ada yang bertempat tinggal diluar Desa Sidomulyo.
e. Jumlah petugas ukur tidak sebanding dengan jumlah bidang tanah yang diajukan pemohon.
Pendaftaran sertifikat tanah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terus menerus, kontinyu dan teratur, termasuk pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan informasi fisik dan hukum berupa peta dan daftar tanah dan tempat tinggal, termasuk penerbitan sertifikat hak mereka atas tanah-tanah yang telah mempunyai hak dan hak milik atas satuan-satuan rumah serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Ramadhani, 2021). 
Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur dalam Pasal 19 bahwa pemerintah wajib mendaftarkan tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat tentang pemilikan tanah atau pemilikan tanah. Fakta bahwa masih terdapat banyak lahan tanah tanpa sertifikat menjadi latar belakang diselenggarakannya program pemutihan agar setiap warga negara mendapatkan kepastian hukum mengenai harta benda milik mereka, yaitu tanah mereka. Tanah tersebut dapat diperoleh dari warisan orang tua atau keluarga, pembelian, bahkan hibah (Oktaviani, 2022)
Pengurusan terkait PTSL saat ini hanya mengacu pada Peraturan Legislatif Teknis Nomor 35 Tahun 2016 Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan PTSL. Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 4 November 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 NOMOR 1693).
Pelaksanaan pengurusan sertifikasi tanah di wilayah desa Sidomulyo apabila ditinjau dari aspek hukumnya mengacu pada UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mana menjadi landasan hukum paling dasar mengenai sertifikasi tanah hingga sekarang, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang di dalamnya mengatur proses pendaftaran / sertifikasi tanah oleh badan pemerintah yang bertugas untuk mencatat pemetaan tanah masyarakat serta status kepemilikannya.
Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang lebih dikenal sebagai salah satu badan dalam Direktorat Jenderal Tata Ruang. Mereka mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Kabupaten Boyolali sendiri program PTSL telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali No. 20 Tahun 2022 tentang tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali. Di dalam Pasal 15 tentang pembentukan Tim Percepatan PTSL berbunyi sebagai berikut:
a. dalam rangka tercapainya program PTSL tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan liar, Bupati membentuk Tim Percepatan PTSL sesuai penetapan lokasi PTSL dari Kantor Pertanahan.
b. Tim Percepatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1) pemerintah Desa;
2) lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
3) tokoh masyarakat.
c. Susunan keanggotaan Tim Percepatan PTSL yaitu:
1) ketua dijabat oleh Kepala Desa;
2) sekretaris dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
3) anggota sejumlah 3 (tiga) orang dijabat dari unsur Perangkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa/tokoh masyarakat.
d. Jumlah Tim Percepatan PTSL yaitu 5 (lima) orang di setiap Desa.
Menurut Pasal 16, Perbup Kabupaten Boyolali No. 20 Tahun 2022, Tugas Tim Percepatan PTSL sebagai berikut:
1) membantu Panitia PTSL yang telah dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan;
2) memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi program PTSL dan penyuluhan;
3) memfasilitasi pengumpulan dokumen dari pemohon terkait syarat kelengkapan;
4) melakukan pengecekan dan penelitian atas kelengkapan berkas; dan
5) memfasilitasi dan/atau membantu pelaksanaan pengukuran batas bidang secara kadastral.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali terbilang lancar dan terkendali. Bagi warga Desa Sidomulyo, penerbitan akta tanah berfungsi sebagai jaminan hukum bagi pemilik aset berupa lahan / tanah. Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor pertanahan di Kabupaten Boyolali kepada warga desa Sidomulyo telah diupayakan yang terbaik. Fasilitas yang telah memadai itu menjadi pendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang merupakan pemohon / calon pemohon penerbitan sertifikat tanah. Berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960.

5. KESIMPULAN
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Boyolali tepatnya yang dilakukan oleh warga desa Sidomulyo terbilang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta tanah / sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan. Meski secara hukum sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan hukum yang diberlakukan di Indonesia, penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali terbilang serius dan cepat. Meski demikian masih ada kendala seperti masih banyaknya tanah, yaitu sekitar 15.000 lahan / aset yang belum terdaftarkan sehingga Pemkab Boyolali menggencarkan program pemutihan dengan menargetkan bahwa pada tahun 2024, dapat dikeluarkan sertifikat bagi semua lahan yang belum terdaftar itu oleh BPN. Artinya setiap tahun yaitu terhitung sejak 2023 sampai dengan 2024 dengan target 5.000 sertifikat per tahun.
Pemerintah mensyaratkan bahwa pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat menjadi salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 UUPA mewajibkan pemerintah untuk mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akta hak atas tanah merupakan bukti kuat penguasaan atau pemilikan tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai hak milik dengan bentuk yang pertama kali menjadi bukti pewarisan yang diterima melalui kegiatan PTSL yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk di Kabupaten Boyolali adalah Surat Keputusan Bupati Boyolali No. 20 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah Yang Lengkap Di Wilayah Administrasi Boyolali, Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. 18 Tahun 2009 dan UUPA no. 5 Tahun 1960 mengikuti prosedur perawatan yang sederhana dan mudah, hemat waktu dan hemat biaya.

6. DAFTAR PUSTAKA
Agung Santoso. (2022). Makelar Tanah Asal Boyolali Tipu Pembeli dan Gunakan Uang 	Transaksi untuk Judi. Bengawas News. https://kumparan.com/bengawannews/makelar-	tanah-asal-boyolali-tipu-pembeli-dan-gunakan-uang-transaksi-untuk-judi-	1z1BNjdTS65/full
Faizah, N. (2022). Tanah Belum Bersertifikat? Ada Program 5.000 PTSL di BPN Boyolali. 	Espos. https://soloraya.solopos.com/tanah-belum-bersertifikat-ada-program-5-000-	ptsl-di-bpn-boyolali-1258240
	Hardjasoemantri, K. (2005). Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press.
	Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang 	Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid 1 Hu). Djambatan. 	https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3742
	Kamurahan, S. V., Polii, B. J. V., & Ngangi, C. R. (2018). EVALUASI PELAKSANAAN 	PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 	LENGKAP DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DESA KINABUHUTAN, 	KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA. 	Agrisosioekonom, 14. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/19608
	Oktaviani, E. (2022). Tanah Orangtua Tidak Memiliki Sertifikat, Apa yang Harus 	Dilakukan? Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tanah Orangtua 	Tidak Memiliki Sertifikat, Apa yang Harus Dilakukan?”, Klik untuk baca: 	https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/202. Kompas.Com. 	https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/01/28/060000580/tanah-	orangtua-tidak-memiliki-sertifikat-apa-yang-harus?page=all
	Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan 	Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(1), 31–40. 	http;//jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek
	Sidomulyo, P. D. (2020). Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Desa Sidomulyo.
[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg
: 7>'° ) W
£y /////
%





